
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana di dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya 

menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut 

telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan 

dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa: 

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana. 

2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang 

dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga 

bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum 

masyarakat. 

3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali 

ada alasan pembenar. 

Muladi mendefinisikan tindak pidana, yaitu merupakan gangguan terhadap 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang 

mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.11 Berdasarkan kajian 

                                                             
11 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002, hlm.61 
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etimologis tindak pidana berasal dari kata ‘strafbaar feit’ di mana arti kata ini 

menurut Simons adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.12 Rumusan tersebut menurut Jonkers 

dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:13 

1. diancam dengan pidana oleh hukum, 

2. bertentangan dengan hukum, 

3. dilakukan oleh orang yang bersalah, 

4. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan 

‘strafbaar feit’. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia 

yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah 

melakukan perbuatan itu.14 

B. Tindak Pidana Korupsi 

Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai ”an act done with an intent to 

give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other” yang 

artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan 

suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak hak dari pihak 

lain.15 

                                                             
12 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm.56 
13 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.88 
14 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.27 
15 Henry Camble Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Min, West Publising Co., 

hlm.176 
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Termasuk pula dalam pengertian ‘corruption’ menurut Black adalah perbuatan 

seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. 

A.S Hornby dan kawan kawan juga mengartikan istilah korupsi sebagai suatu 

pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (the offerin and 

accepting of bribes) serta kebusukan atau keburukan.16 

David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang antara 

lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di 

bidang ekonomi dan menyangkut mengenai bidang umum. 

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau 

corruptus. Selanjutnya di sebutkan bahwa corruption berasal pula dari kata asal 

corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak 

bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, Belanda yaitu corruptive 

(korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata 

itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. 

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu 

“corruptio” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa 

seperti Inggris dan Prancis yaitu “coruption”, dalam bahasa Belanda “korruptie” 

yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, 

yang dapat berarti suka di suap.17 

                                                             
16. Elwi danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, 

hlm.3 
17 Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta, Pradnya Paramita, 

1995, hlm.135 
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Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, 

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan 

yang menghina atau memfitnah.18 Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata ‘korupsi’ 

di artikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang , penerimaan 

uang sogok dan sebagainya.19 

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada 

umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, 

atau yang dinamakan dengan White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan 

oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena 

mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia 

perekonomian.20 

C. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia 

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”. 

Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “system” 

(Bahasa Inggris) atau “systemata” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan 

yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan 

memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses 

pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib 

                                                             
18 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi:Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4-5 
19 Ibid., hlm.6 
20 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977, hlm.102 
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terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian 

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh 

undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang 

didakwakan. 

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu 

pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk 

menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian 

ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam 

memberikan penilaian. 

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di 

pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan.oleh 

karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian 

pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi. 

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang 

peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang 

menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di 

pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka 

tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi 

maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian 

merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah 

dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah 

justru dinyatakan bersalah. 
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Arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum 

mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Pengertian dari bukti, membuktikan, 

terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut : 

1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk 

memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); 

2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu 

perbuatan (kejahatan dan sebagainya). 

3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian: 

a. Memberi (memperlihatkan) bukti; 

b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-

cita dan sebagainya); 

c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); 

d. Meyakinkan, menyaksikan. 

 Andi Hamzah mendefinisakan pembuktian sebagai upaya mendapatkan 

keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh 

suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat 

mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.21 

Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu 

arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan 

hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. 

Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa 

yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan 

                                                             
21 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia: Jakarta  1984, hlm 77. 
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tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti 

memperrkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti 

yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh 

penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu 

dibuktikan. 

M. Yahya Harahap, dia beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian 

adalaha ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan 

mempertahankan kebenaran.22 

D. Pembuktian Terbalik 

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian 

“pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai 

hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib 

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya 

atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga 

mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap 

berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. 

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa 

apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan 

tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti 

melakukan korupsi. Sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk 

membuktikan dakwaannya. 

                                                             
22 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini: Jakarta 

1993, hlm 22. 
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Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”. Digambarkan sebagai 

penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai 

income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income dan 

input yang tidak seimbang dengan output, atau dengan kata lain input lebih kecil 

dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai 

output tersebut (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, 

simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari 

tindak pidana korupsi yang didakwakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


